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ABSTRACT 

 

  The purpose of this study is to examine the factors that influence tax payers to fulfill 

their tax obligations. The independent variables in this study are tax payer awareness and 

ethics, ease of tax system, transparency, tax office services, socialization of regulations, 

systems and policies, and rule of law with the dependent variable is individual taxpayer 

compliance. This study uses a non-probability sampling method or non-random selection in 

data collection, where the author uses covenience sampling, where sampling is done freely 

and the author does not know the number of respondents who will fill in the questionnaire. 

The data used are primary data using lists to respondents online. Data analysis method uses 

multiple regression analysis method through validity test and reliability test using SPSS 22 

system with 106 respondents. Based on the results of the analysis it can be concluded that the 

taxpayer's awareness and ethics variables have a positive effect on individual taxpayer 

compliance, while other variables: ease of tax systems, transparency, tax office services, 

socialization of regulations, systems and policies and rule of law have no effect on mandatory 

compliance personal tax. 

 

ABSTRAK 

 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi wajib 

pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah kesadaran dan etika wajib pajak, kemudahan sistem pajak, transparansi, pelayanan 

kantor pajak, sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan, serta supremasi hukum dengan 

variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan 

metode sampel non probabiltas atau pemilihan non random dalam pengumpulan data, dimana 

penulis menggunakan covenience sampling, dimana pengambilan sampel dilakukan secara 

bebas dan penulis tidak mengetahui jumlah responden yang akan mengisi daftar pertanyaan.  

Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan daftar ke responden secara 

online. Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi berganda melalui uji 

validitas dan uji realibilitas dengan menggunakan sistem SPSS 22 dengan 106 responden. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran dan etika wajib pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel 

lainnya: kemudahan sistem pajak, transparansi, pelayanan kantor pajak, sosialisasi atas 

peraturan, sistem dan kebijakan dan supremasi hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 
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Kata Kunci : kesadaran dan etika wajib pajak, kemudahan sistem pajak, transparansi, 

pelayanan kantor pajak 

 

PENDAHULUAN 

 

 

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak 

tahun fiskal 1984 pemerintah telah memberlakukan usaha reformasi perpajakan dengan 

menerapkan sistem self assessment dalam pemungutan pajak. Hal ini, berbeda dengan sistem 

pajak sebelumnya, yaitu menggunakan official assessment system. Sistem self assessment 

memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk dapat menghitung, 

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. 

Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kendalanya, 

kepatuhan wajib pajak (tax compliance) di Indonesia yang masih sangat rendah. Berdasarkan 

informasi Kompas tanggal 25 Maret 2015, bila dibandingkan dengan negara ASEAN, negara 

Indonesia termasuk tax ratio rendah dengan persentase yang hanya sebesar 11%, dibanding 

Filipina sebesar 12%, Malaysia sebesar 16%, dan Singapura sebesar 22%. Rendahnya tax 

ratio ini menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pajak, 

terutama untuk mendukung pembangunan. DJP telah mencanangkan tahun 2015 sebagai 

Tahun Pembinaan Wajib Pajak. "Itulah mengapa tahun ini dicanangkan sebagai tahun pajak, 

karena hal-hal kecil seperti itu WP (Wajib Pajak) tidak mengerti, tidak sadar, tidak 

menggugah WP. Tidak semua WP paham akan aturan perpajakan, maka tahun ini 

dicanangkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Rendahnya kesadaran Wajib 

Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor baik internal 

maupun eksternal. Dari internal, WPOP cenderung tidak mau membayar pajak (tidak patuh) 

dikarenakan yang bersangkutan belum merasa langsung manfaat atas pembayaran pajak, 

padahal  pajak merupakan pungutan yang kontribusinya tidak dirasakan langsung oleh yang 

bersangkutan, dalam hal ini kesadaran dan etika wajib pajak jadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi WPOP. Selain faktor internal, juga ada faktor ekternal yaitu kemudahan, 

transparansi, pelayanan, sosialisasi aturan dan penegakan (supremasi) hokum. Pada dasarnya 

manusia cenderung patuh bila dalam pelaksanaannya lebih mudah. Selain kemudahan WPOP 

juga akan lebih patuh bila ada kejelasan peruntukan penggunaan dana pajak yang diupdated 

secara berkala di website pajak. Faktor pelayanan dari KPP juga dapat mendorong kepatuhan, 

karena manusia cenderung suka untuk dilayani. Sosialisasi juga penting, khususnya aturan-

aturan baru pajak. WPOP cenderung tidak patuh dikarenakan ketidaktahuan atas aturan baru 

dan kebanyakan bersifat pasif, jadi diperlukan adanya sosialisasi aturan yang intensif ke 

WPOP. Faktor tak kalah penting adalah supremasi hukum. Manusia bersifat mencontoh, bila 

ada yang melanggar pajak, namun tidak diberikan hukuman yang adil, maka 

kecenderungannya manusia akan meniru dan beranggapan akan diperlakukan sama. 

 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan pertanyaan penelitian 

ini ada enam yaitu : 
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1. Apakah kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi?  

2. Apakah kemudahan sistem pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?  

3. Apakah transparansi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?  

4. Apakah pelayanan kantor pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?  

5. Apakah sosialisasi suatu peraturan atau sistem pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi?   

6. Apakah penegakan supremasi hukum berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi? 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan dalam tax reform pada 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi, di mana tax reform tersebut ada enam yaitu:  

1. Kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi  

2. Kemudahan sistem pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  

3. Transparansi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi  

4. Peningkatan pelayanan kantor pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi 

5. Sosialisasi suatu peraturan atau sistem pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi 

6. Penegakan supremasi hukum berpengaruh pada pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 

 

HIPOTESIS 

 

 Berdasarkan deskripsi dan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas, ada enam 

hipotesis yang  diajukan dalam penelitian ini, yaitu: 

Pengaruh kesadaran dan etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib  pajak orang 

pribadi 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Yamamura (2014) bahwa tingkat kesadaran 

wajib pajak sangat dipengaruhi etika wajib pajak, dimana pada umumnya cenderung untuk 

mengurangi pembayaran pajak seminimal mungkin atau malah tidak melakukan pembayaran 

pajak sama sekali, selain itu juga tingkat kepercayaan wajib pajak kepada Pemerintah dalam 

mengalokasikan dana pajak. Indikator dari kesadaran dan etika wajib pajak orang pribadi 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rahmawaty, et.al (2011) adalah (i) kepemilikan 

NPWP, (ii) pengetahuan atas tarif pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), (iii) 

ketepatan waktu dari pembayaran pajak terhutang dan pelaporan SPT dan (iv) pembayaran 

angsuran PPh 25 berdasarkan SPT tahun sebelumnya dibagi 12 khususnya bagi orang pribadi 

yang melakukan pekerjaan bebas atau memiliki lebih dari satu pekerjaan tetap.  

 Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rustiyaningsih (2011) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kesadaran dan etika wajib pajak yang akhirnya dapat meningkatkkan 

kepatuhan wajib pajak di antaranya pemahaman terhadap sistem self assesment, di mana 

sistem ini diterapkan dalam perpajakan di Indonesia, memberikan kepercayaan penuh kepada 

wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, 
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kejujuran dan kedisiplinan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Faktor lain adalah tingkat penghasilan, semakin tinggi tingkat penghasilan 

wajib pajak, cenderung lebih meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak oarng pribadi. Namun 

hal ini berbanding terbalik untuk wajib pajak badan, dimana wajib pajak Badan cenderung 

melakukan tax planning dengan merekrut konsultan pajak profesional dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah: 

H1 : Kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

 

Pengaruh kemudahan sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

 Tax reform di Indonesia dalam keefektifan sistem dilakukan di berbagai bidang, 

setidaknya ada 5 tax reform sistem pajak di Indonesia yang dijelaskan oleh Widayati dan 

Nurlis (2010) yaitu (i) adanya sistem pelaporan melalui E-SPT dan E-Filing, (ii) pembayaran 

pajak melalui E-Banking, (iii) penyampaian SPT manual lewat Drop Box, (iv) update 

peraturan pajak lewat internet dan                        (v) pendaftaran NPWP melalui e-register. 

Penelitian lain oleh Noviandini (2012) juga memaparkan persepsi kemudahan penggunanan 

dan kepuasaan wajib pajak terhadap penggunaan e-filing, dimana wajib pajak orang pribadi 

semakin mudah dalam menggunakan sistem pajak, maka akan semakin puas dan berujung 

meningkatkan penggunaan sistem e-filing, sehingga jumlah kepatuhan akan meningkat.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

H2 :  Kemudahan sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi 

 

Pengaruh transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

 Berdasarkan penelitian Yamamura (2014) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat 

ke pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas membayar dan melaporkan 

kewajiban pajaknya. Kepercayaan ke pemerintah dapat ditingkatkan melalui transparansi dari 

kantor pajak, baik penerimaan pajak maupun alokasi penggunaan pajak, yang pada akhirnya 

kepercayaan pemerintah meningkat tersebut berakibat meningkatnya kepatuhan wajib pajak, 

baik dalam membayar maupun melapor. Dan juga apabila ada tax disputes antara wajib pajak 

dengan kantor pajak, proses hukum seharusnya dapat berlangsung cepat dan baik wajib pajak 

maupun fiskus yang terlibat diberikan hukuman baik Perdata maupun Pidana serta 

diumumkan di media secara detail untuk kepentingan transparansi. Dalam penelitian oleh 

Sumantry (2011) juga memaparkan bahwa reformasi perpajakan merupakan sebagai 

perlindungan hukum dan kesetaraan antara wajib pajak dengan fiskus dalam pelaksanaan 

undang-undang perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah:  

H3 : Transparansi dalam penerimaan pajak dan penggunaan dana pajak   berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 

Pengaruh peningkatan pelayanan kantor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Damayanti (2012), perilaku kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kepatuhan kewajiban pajaknya dipengaruhi atas perhatiannya dari 
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wajib pajak itu sendiri. Untuk dapat menarik perhatian wajib pajak banyak faktor-faktor 

subyektif, yang agak sulit pengukuran kefektifannya, di antaranya pelayanan kantor pajak, 

hampir sama antara petugas pelayanan pajak dengan penjaga toko, semakin ramah dan baik 

pelayanan yang diberikan, makin meningkatkan perhatian pembeli atas barang-barang yang 

dijual, demikian pula dalam menarik wajib pajak perlu diberikan penjelasan dengan baik atas 

kewajiban pajaknya, tanpa menghakimi kesalahan dari wajib pajak. Fiskus (petugas pajak) 

juga sebaiknya berperan aktif ke wajib pajak dalam memberikan informasi-informasi terkait 

aturan maupun sistem pajak walaupun dengan sistem self assesment seharusnya wajib pajak 

yang berperan aktif mencari tahu dan mengupdate pengetahuann pajaknya tentang aturan 

maupun sistem pajak. Contoh kasus yang terbaru adalah sistem E-Faktur PPN yang mulai 

berlaku 1 Juli 2015 untuk Jawa dan Sumatera, tanpa adanya sosialisasi dan pelayanan yang 

baik, implementasi dari E-Faktur ini tidak akan dipatuhi oleh wajib pajak ataupun tingkat 

kepatuhan dari wajib pajak akan rendah.  

 Penelitian Rustiyaningsih (2011) juga menyebutkan diantara faktor-faktor yang 

mendorong kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan, pelayanan adalah suatu proses 

bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 

hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas 

harus dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum, 

(iii) tingkat pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan 

menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingginya tingkat rasio kepatuhan wajib pajak 

juga mencerminkan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kantor pajak kepada wajib 

pajak terutama wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang 

dapat dirumuskan adalah: 

H4 :   Pelayanan kantor pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

 

Pengaruh sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rahmawaty, et.al (2011) menjelaskan bahwa 

kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, dimana wajib pajak 

mempunyai pengetahuan dan pemahaman atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak. 

Pengetahuan dan pemahaman ini selain dari wajib pajak yang rajin membuka situs-situs pajak 

ataupun bertanya pada rekan kerja atau teman, bisa juga melalui media pro-aktif dari fiskus 

ke wajib pajak untuk melakukan sosialisasi peraturan, sistem dan kebijakan pajak akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang 

dapat dirumuskan adalah: 

H5 :  Sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 

Pengaruh penegakan supremasi hukum terhadap kepatuhan wajib  pajak orang 

pribadi 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Sumantry (2011) menjelaskan bahwa reformasi 

perpajakan sebagai perlindungan hukum yang seimbang antara wajib pajak dengan fiskus 

sebagai pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perpajakan, sehingga supremasi hukum dapat 
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ditegakkan. Selama ini Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh wajib pajak kewenangan 

fiskus demikian kuatnya sehingga wajib pajak merasa tertekan, di lain pihak fiskus merasa 

mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menjamin bahwa supremasi hukum (law 

enforcement) dilaksanakan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan, sehingga pada 

akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 

yang dapat dirumuskan adalah: 

H6 : Penegakan supremasi hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

 

METODE PENELITIAN 

 

  Metode penelitian dirancang melalui beberapa tahapan penelitian dari mulai operasional 

variabel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan diakhiri dengan 

merancang analisis data dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah 

pengujian asosiasi, di mana dilihat pengaruh dari enam faktor variabel independen (i) 

kesadaran dan etika wajib pajak, (ii) kemudahan sistem pajak,                            (iii) 

transparansi, (iv) pelayanan kantor pajak, (v) sosialisasi peraturan, sistem dan kebijakan dan 

(vi) supremasi hukum terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah individu yang diambil secara acak 

melalui kuesioner secara online (https://s.qualtrics.com).  Kuesioner dalam penelitian ini 

berdasarkan referensi kuesioner pada jurnal sebelumnya oleh Widayati dan Nurlis (2010) 

 Pengambilan sampel menggunakan covenience sampling, dimana pengambilan sampel 

dilakukan secara bebas dan memudahkan bagi peneliti dalam mendapatkan sampel. 

Pengukuran variabel (a) kesadaran dan etika wajib pajak dibangun dua elemen yaitu (i) 

sistem self assesment (kejujuran) dan (ii) perilaku untuk bayar pajak serendah mungkin 

bahkan nihil; (b) Kemudahan sistem pajak dengan empat elemen yaitu (i) bayar pajak via E-

Banking, (ii) pembuatan NPWP via E-register, (iii) updated peraturan via website, dan (iv) 

pelaporan via E-SPT dan E-Filling; (c) Transparansi dibangun satu elemen yaitu transparansi 

dalam penerimaan dan alokasi pajak; (d) Pelayanan kantor pajak dengan dua elemen yaitu (i) 

peranan fungsi Account Representatif (AR) / fiskus dan (ii) kenyamanan; (e) Sosialisasi 

peraturan, sistem dan kebijakan pajak dengan dua elemen yaitu (i) updated peraturan via 

website dan (ii) sosialisasi sebelum peraturan berlaku; (f) Supremasi hukum variabel ini 

dibangun dua elemen yaitu konsep keadilan dan integrasi pelayanan publik. Variabel 

dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dengan 2 elemen yaitu: (i) kemauaan membayar pajak 

tepat waktu dan (ii) kemauan melapor SPT pajak tepat waktu.  

 Skala pengukuran adalah skala nominal untuk menentukan demografi dari responden, 

dari jenis kalamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Sedangkan variabel 

independen dan dependen menggunakan  skala interval (skala 1 sampai dengan 4)  

 Analisis data dengan metode regresi berganda, dengan uji reliabilitas dan validitas 

terlebih dahulu. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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 Dari kuesioner yang disebar secara online diperoleh 106 responden yang diambil secara 

random. Berdasarkan data deskripsi responden adalah 45 responden laki-laki (42% ) dan  61 

responden perempua (58%). Usia responden tertinggi di kelompok umur 25 sampai dengan 

35 tahun (62%). Tingkat pendidikan responden yang tertinggi adalah S-1 sebanyak 75%. 

Untuk pekerjaan responden yang tertinggi adalah karyawan swasta sebanyak 64%, adapun 

tingkat pendapatan atau gaji responden tertinggi di range 0 sd 100 juta sebanyak 66%, 

mayoritas usia muda, mayoritas karyawan swasta dan mayoritas berpendidikan S-1.  

 

Hasil uji statistik deskriptif  
 Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut di bawah ini. 

Tabel 1 

 
 

Hasil uji validitas 

 Pengujian validitas untuk membuktikan bahwa data yang dimasukkan adalah valid. 

Adapun ringkasan dari uji validitas dari enam variabel tersebut pada tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2 

 
 Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari uji validitas Product Moment Pearson 

Correlation atas ketujuh variabel di atas adalah valid. 

 

Hasil uji reliabilitas 

 Uji reliabilitas  untuk mengetahui tingkat kekonsistensian variabel yang digunakan oleh 

peneliti sehingga angka tersebut bisa dihandalkan (reliabel), dengan ukuran bila angka 

Cronbach's Alpha. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut: 

 

Tabel 3 
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 Dari tabel 3 hasil uji reabilitas di atas, hasilnya Cronbach's Alpha sebesar 0,719 yang 

mana angka tersebut mendekati nilai 1 di mana artinya setiap variabel dari tujuh variabel 

dalam penelitian ini adalah dapat diandalkan (realibel). 

 

Hasil uji multikolenearitas 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Ghozali (2011) uji Multikolenieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas,  alat statistik yang sering dipergunakan adanya 

gangguan multikolinearitas adalah dengan Tolarance Value atau dengan Variance inflation 

factor (VIF).  

 

 

 

 

 

Tabel 4 

 
 Dari output tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa enam variabel independen mempunyai 

nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk semua enam variabel 

independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolenearitas. 

 

Hasil koefisien determinasi (R2) 

 Analisis koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel 

independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) besarnya koefisien determinasi 

terletak antara 0 dan 1 atau 0% sampai dengan 100%. Pengujian koefisien determinasi dapat 

dilihat pada tabel 5 di bawah ini: 

 

  Tabel 5  
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Nilai Adjusted R square dalam penelitian ini adalah sebesar 0,084 memiliki arti bahwa 6 

variabel independen sangat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai 

variabel dependen atau kemampuan variabel independen untuk menjelaskan besarnya variasi 

dalam variabel dependen adalah sebesar 8,4%, sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain 

yang tidak masuk dalam persamaan, yang mempengaru hi tingkat kepatuhan wajib pajak. 

     

 

 

Hasil uji F 

 Hasil uji F dapat melihat apakah ada pengaruh dari enam variabel secara simultan 

terhadap variabel dependen, pada tabel 6 sebagai berikut di bawah ini: 

 

Tabel 6 

 
 Dari tabel 6 dapat dilihat dimana Sig adalah 0,024 yang mana nilai Sig < 0,05 maka 

dalam penelitian ini terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel 

independen terhadap variabel dependen 

 

Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) 

 Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan   dalam tabel 7 sebagai berikut: 

   

Tabel 7 

 

 
 Hasil uji t pada tabel 7, dari keenam variabel independen hanya satu yang mempunyai 

pengaruh positif pada variabel dependen yaitu variabel kesadaran dan etika wajib pajak, 

sedangkan lima variabel independen lainnya tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi.  
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 Adapun rincian penjelasan atas masing-masing pengujian hipotesis sebagai berikut: 

 

Pengaruh kesadaran dan etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 
 Kesadaran dan etika wajib pajak mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,024 dimana nilainya 

lebih kecil dari 0,05 artinya H1 diterima yang berarti kesadaran dan etika wajib pajak 

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Koefesien regresi kesadaran dan etika wajib 

pajak adalah 0,178 artinya hipotesa kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah benar dikarenakan hasilnya positif.    

Pengaruh kemudahan sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.          

 Kemudahan sistem pajak mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,917 dimana lebih besar dari 

0,05 artinya H2 ditolak yang berarti kemudahan sistem pajak tidak berpengaruh positif pada 

kepatuhan wajib pajak.  

 

Pengaruh Transparansi dalam penerimaan pajak dan penggunaan dana pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.         

 Transparansi dalam penerimaan pajak dan penggunaan dana pajak mempunyai tingkat 

Sig. sebesar 0,490 di mana lebih besar dari 0,05 artinya H3 ditolak yang berarti transparansi 

dalam penerimaan pajak dan penggunaan dana pajak tidak berpengaruh positif pada 

kepatuhan wajib pajak.  

 

Pengaruh Pelayanan kantor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 Peningkatan pelayanan kantor pajak mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,537 di mana lebih 

besar dari 0,05 artinya H4 ditolak, yang berarti peningkatan pelayanan kantor pajak tidak 

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.  

Hipotesis 5 (H5) :  Sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 Sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak mempunyai tingkat Sig. sebesar 

0,161 dimana lebih besar dari 0,05 artinya H5 diterima dan H0 ditolak, yang berarti sosialisasi 

atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib 

pajak. Koefesien regresi sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak adalah 0,149 

artinya hipotesa sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah benar dikarenakan hasilnya positif.    

 

Pengaruh  Penegakan supremasi hukum terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

 Penegakan supremasi hukum mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,345 dimana lebih besar 

dari 0,05 artinya H6 ditolak yang berarti penegakan supremasi hukum tidak berpengaruh 

positif pada kepatuhan wajib pajak.  

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang wajib pajak untuk memenuhi 

kewajibannya, dari mulai memiliki NPWP, sampai ke membayar pajak yang terhutang 

maupun melaporkannya ke kantor pajak. Dalam penelitian ini ada enam faktor yang 

merupakan tax reform, yang merupakan variabel independen  yaitu (i) kesadaran dan etika 
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wajib pajak, (ii) kemudahan sistem pajak, (iii) transparansi,                      (iv) pelayanan 

kantor pajak, (v) sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan dan (vi) supremasi hukum, 

yang dilihat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang mana indikator 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi ada dua yaitu (i) kemauan membayar pajak tepat waktu 

(ii) kemauan untuk melapor SPT pajak tepat waktu. 

Kesadaran dan etika wajib pajak 

  Hasil dari penelitian ini, setelah pengujian hipotesis adalah kesadaran dan etika wajib 

pajak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian sebelumnya oleh Widayati dan Nurlis (2010) bahwa kesadaran wajib pajak 

tidak berpengaruh positif pada salah satu indikator kepatuhan wajib pajak yaitu kemauan 

membayar pajak. Hal dalam penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Herryanto dan 

Toly (2013) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif pada penerimaan pajak 

penghasilan, yang mana merupakan indikator kepatuhan adalah naiknya penerimaan pajak. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Adrianus (2015) bahwa kesadaran 

wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap salah satu indikator kepatuhan wajib pajak 

yaitu menyampaikan SPT pajak. Demikian pula hal ini sejalan dengan penelitian Samrotun 

dan Kustiyah (2014)  bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap 

kemauan membayar pajak yang juga merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak. 

Kemudahan sistem pajak 

 Hasil dari penelitian ini, setelah pengujian hipotesis adalah kemudahan sistem pajak 

tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian sebelumnya oleh Widayati dan Nurlis (2010) bahwa kemudahan sistem pajak tidak 

berpengaruh positif terhadap salah satu indikator kepatuhan wajib pajak yaitu kemauan 

membayar pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rahmawati, et.al (2011) 

bahwa kemudahan sistem pajak tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. 

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putri dan Adrianus (2015) bahwa 

kemudahan sistem pajak memiliki pengaruh positif terhadap salah satu indikator kepatuhan 

wajib pajak yaitu menyampaikan SPT pajak. Demikian pula hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian Rustiyaningsih (2011) bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga tidak sejalan, dalam penelitian sebelumnya, 

Fujihana (2013) menjelaskan bahwa variabel reformasi pajak dan sistem administrasi 

perpajakan modern berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Transparansi 

 Hasil dari penelitian ini, setelah pengujian hipotesis adalah tranparansi, baik dalam 

penerimaan pajak maupun alokasi penggunaan pajak, tidak memiliki pengaruh positif kepada 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya  oleh 

Sumantry (2011) dan penelitian Subri (2011) bahwa transparansi memiliki pengaruh positif 

terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Yamamura (2014) yang menyatakan bahwa transparansi dapat meningkatkan 

kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. Demikian halnya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Zhang (2014) bahwa transparansi dalam bentuk informasi atas alokasi penggunaan 

dana pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pelayanan kantor pajak 
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 Hasil dari penelitian ini, setelah pengujian hipotesis adalah pelayanan kantor pajak tidak 

memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian sebelumnya oleh Samrotun dan Kustiyah (2014) bahwa pelayanan kantor pajak 

memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak yang juga merupakan indikator 

dari kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak 

 Hasil dari penelitian ini, setelah pengujian hipotesis adalah sosialisasi atas peraturan, 

sistem dan kebijakan pajak tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. 

Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sitepu (2011) bahwa pelayanan 

kantor pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Hal ini 

juga tidak sejalan dengan hasil penelitian Samrotun dan Kustiyah (2014) bahwa pelayanan 

kantor pajak memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak yang juga 

merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Widayati dan Nurlis 

(2010) bahwa sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak tidak memiliki pengaruh 

positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati, 

et.al (2011) bahwa sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak tidak berpengaruh 

positif terhadap kemauan membayar pajak yang juga merupakan indikator dari kepatuhan 

wajib pajak. Hal yang sama juga terdapat dalam hasil penelitian Rohmawati, et.al (2013) 

bahwa sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak tidak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Supremasi hukum 

 Hasil dari penelitian ini, setelah pengujian hipotesis adalah supremasi hukum tidak 

memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian sebelumnya oleh Sumatry (2011) bahwa supremasi hukum memiliki pengaruh 

positif terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Demikian pula hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian Putri dan Adrianus (2015) bahwa supremasi hukum memiliki 

pengaruh positif tehadap kepatuhan pelaporan SPT pajak. Demikian halnya dengan penelitian 

Dwiputri (2012) dan Porter (2015) yang mana hasilnya tidak sejalan dengan penelitian ini, 

yang menyatakan bahwa supremasi hukum memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati, et.al (2011) bahwa supremasi 

hukum tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hasil yang juga sejalan 

dengan penelitian ini adalah hasil penelitian Herryanto dan Tolly (2013) bahwa supremasi 

hukum dalam hal ini berbentuk pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap 

kemauan membayar pajak yang merupakan salah satu indikator kepatuhan wajib pajak.  

 Hasil dari enam hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hanya satu yang sesuai 

dengan hipotesis awal yaitu kesadaran dan etika wajib pajak yang mempunyai pengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini juga dilihat ada dua hipotesis 

yaitu (i) transparansi dalam bentuk penerimaan pajak maupun alokasi penggunaan dana pajak 

dan (ii) pelayanan kantor pajak, yang mana hasilnya tidak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak, namun dalam penelitian sebelumnya, hasilnya adalah semua 

penelitian tidak sejalan dan menyatakan bahwa transparansi dan pelayan kantor pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal ini, Berdasarkan 

penelitian sebelumnya oleh penulis melihat ketiga faktor ini baik kesadaran dan etika wajib 
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pajak, maupun transparansi dan pelayanan kantor pajak merupakan tiga faktor penting untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan merupakan faktor yang perlu ditekankan oleh 

pemerintah Indonesia, khususnya kantor pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi, yang pada akhirnya bukan hanya peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak, 

namun juga peningkatan negara dari pajak, khususnya pajak pribadi sehingga dapat 

menunjang pembangunan negara yang berkelanjutan dalam mencapai masyarakat yang adil 

dan makmur. 

 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 

 

Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax reform melalui kesadaran dan 

etika wajib pajak, kemudahan sistem pajak, transparansi, pelayanan kantor pajak, sosialisasi 

peraturan, sistem dan kebijakan, serta supremasi hukum terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi pada 106 responden yang merupakan wajib pajak melalui penyebaran 

kuesioner melalui online.  

 Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, hanya faktor 

internal yaitu kesadaran dan etika wajib pajak saja yang berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan WPOP, sedangkan faktor eksternal berupa kemudahan sistem, transparansi, 

sosialisasi dan supremasi hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.  

 Adapun detail kesimpulan dengan membandingkan juga dengan hasil penelitian 

sebelumnya sebagai berikut:  

1. Peningkatan kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Putri dan 

Adrianus (2015) dan Samrotun dan Kustiyah (2014),                  di mana dari profile 

responden bahwa perempuan mempunyai kecenderungan untuk lebih sadar dan beretika 

dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Peningkatan kemudahan sistem pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) 

dan penelitian Rahmawati, et.al (2011), di mana dari profile responden terlihat bahwa 

dengan mayoritas merupakan karyawan swasta dan berpendidikan               S-1, 

cenderung sudah menguasai tekhnologi dan informasi, sehingga semua perubahan 

kemudahan sistem pajak tidak berpengaruh terhadap responden, dari profile responden 

terlihat bahwa dengan mayoritas merupakan berpendidikan S-1, cenderung sudah lebih 

tinggi tingkat kesadarannya untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibandingkan 

dengan ancaman hukum pidana dengan penegakan supremasi hukum, sehingga pengaruh 

dari supremasi hukum terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi relatif kecil. 

3. Transparansi dalam penerimaan pajak dan penggunaan dana pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Sumantry (2011), Subri (2011), Yamamura (2014) dan Zhang (2014), di mana 

dilihat dari profile responden yang mayoritas berpendidikan S-1, yang cenderung untuk 

lebih logis berpikir bahwa pajak digunakan untuk pembangunan, sehingga transparansi 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

4. Peningkatan pelayanan kantor pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Samrotun dan Kustiyah 



14 

 

(2014), di mana dilihat dari profile responden yang mayoritas berpendidikan S-1 dan 

karyawan swasta, yang cenderung untuk lebih mandiri, sehingga pelayanan kantor pajak 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

5. Sosialiasasi peraturan, sistem dan kebijakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widayati dan Nurlis 

(2010), Rahmawati, et.al (2011) dan Rohmawati, et.al (2013), di mana dilihat dari profile 

responden yang mayoritas berpendidikan S-1 dan karyawan swasta, yang cenderung 

untuk lebih sering mengupdated informasi dari website termasuk informasi peraturan 

maupun sistem pajak, sehingga sosialisasi atas suatu aturan dan sistem pajak tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

6. Penegakan supremesi hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati, et.al (2011) dan 

Herryanto dan Tolly (2013), di mana dilihat dari profile responden yang mayoritas 

berpendidikan S-1, yang cenderung sudah lebih tinggi tingkat kesadaraannya, sehingga 

tidak perlu ditakuti ancaman hukum pidana serta penegakan hukum bagi yang melanggar, 

sehingga penegakan supremasi hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

 

Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam waktu pengumpulan dan pengolahan data, 

termasuk belum dilakukan pengujian awal atas kualitas kuesioner terhadap responden.  

 

Implikasi 

 Implikasi dari hasil penelitian ini dapat ditujukan untuk pengembangan teori, dan juga 

pihak-pihak yang terkait terutama dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan juga 

sebagai pihak yang membuat dan menentukan perundang-undangan. Implikasi ke pihak-

pihak tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Bagi fiskus  

Bagi fiskus terutama di tingkatan perumusan aturan pajak, termasuk dalam kemudahan 

sistem dan peningkatan pelayanan serta transparansi penerimaan pajak dan alokasi 

penggunaan dana pajak. Perumusan aturan pajak harus sesederhana dan semudah 

mungkin, sehingga wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban 

perpajakan, sehingga wajib pajak cenderung akan lebih patuh. Fiskus juga perlu 

meningkatkan pelayanan, termasuk sosialisasi aturan baru juga memberikan bimbingan 

wajib pajak. Selain itu, fiskus juga melakukan transparansi dengan memberikan informasi 

terkait penerimaan pajak dibandingkan dengan target dan juga realisasi penggunaan dana 

pajak dibandingkan anggaran, yang dilakukan rutin secara berkala. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi perkembangan dunia akademik, diharapkan dapat memberikan masukan dan 

informasi untuk penelitian selanjutnya yang terkait kepatuhan wajib pajak pribadi. Dalam 

mengatasi keterbatasan penelitian ini, penulis merekomendasikan untuk dua perbaikan 

yaitu: 



15 

 

a. Mengatasi kelemahan sampel dengan menambah jumlah sampel dengan 

memperpanjang waktu kuesioner. Alternatif lain dalam mengatasi kelemahan sampel 

adalah kuesioner kedepannya juga dibuatkan deskripsi awal terkait istilah-istilah yang 

bersifat khusus ke bahasa yang lebih umum, sehingga pengertian responden tidak bias. 

b. Pengembangan penelitian di masa yang akan datang dengan memperhitungkan faktor-

faktor lain di luar enam variabel independen pada penelitian yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi, misalnya dengan melakukan survei awal ke 

beberapa KPP atau melakukan interview awal ke beberapa responden untuk 

mendapatkan pandangan umum variabel mana yang akan dipakai dalam penelitian. 
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